
翌班醜聞

wALI Ko船slBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

pERATURAN WALI Ko船s量BOLGA

NOMOR 64皿HUN 2o25

TEN皿NG

pEDOMAN PEMBANGUNAN zONA量NTEGR工船s MENu↓u w重LAyAH BEBAs

DAR工KORups重DAN w宣払yAH B重ROKRAsl BERslH DAN MELAyANI

DI LINGKUNGAN pEMERIN皿H KOTA s重BOLGA

DENGAN恥HMAT TUHAN yANG MAHA ESA

wAL賞Ko恥slBOLGA,

Me正皿bang　‥　a･ bahwa untuk mempercepat pencap糾an sasar紬reめmasi

biro血asi terkait biro虹asi yang bersih dan akuntabel se巾a

pelay劃an pub虹k y紬g pnma, perlu peningkatan ku瓢itas

pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota

Sibolga;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan zona

血teg轟tas di l血gkungan Pemehntah Kota Sibolga, perlu

disusun panduan bagi Perangkat Daerch dalam melaksanakan

pembangun劃zona integ正as sesua王dengan tugas血ngsi dan

wewenan鐸i●ya sesuai dengan ketentu紬peraturan peⅢndang-

undangan ;

c･ bahwa berdas紬kan pe轟i皿bangan sebaga王m紬a dimaksud

pada humf a dan huruf b, pcrlu me皿etapk弧Peraturan Wali

Kota tent孤g Pedoman Pemb紬gun紬Zona重ntegritas Men巾u

Wi宣ayah Bebas dari Kompsi dan Wilayah Biro血asi Bersih dan

Melay紬i di Lingkungan Peme正ntah Kota Sibolga;

Mengi皿gat　: 1･ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Neg紬a Republik

重ndonesia Tahun 1945;

2･ Undang-Undang No皿or　28　Tahun　1999　tentang

Penyelen籠araan Neg紺a Yang Bcrsih d紬Bebas dari Korupsi,

Kolusi d孤Nepotisme (しcmba重狐Negara Republ址賞ndonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemb紺紬Negara Republik

重ndonesia Nomor 385 1);

3･ Undang-Undang Nomor　31　Tahun　1999　tenta皿g

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pembaran Negara

Republik　重ndonesia Tahun 1999　No皿or 140, Tambah紬

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　3874)

sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tenta皿g Perubahan Atas Undang-Undang Nomo｢

3 1 Tahun 1999 tenta皿g Pember紬tasan Tindak Pidana Kompsi

(Lembaran Negara Republik重ndonesia Tahun 200 1 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 150);

4･馳ang-【励daれ9問



4･ Und紬g-Und紬g Nomor　30　Tahun　2002　tent紬g Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2002　Nomor 137, Tamb盈han

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　4250)

sebagaimana telah beberapa kali diub血terakhir deng狐

Undang-Undang Nomor 19 T血un 2019 tentang Pembahan

Kedua Atas Undang-Und紬g No皿or 30 Tahun 2002 tent紬g

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi (Lembaran

Neg町費RcpubHk重ndonesia Tahun 2019 Nomor 197, T弧bahan

Lembaran Neg紬a Republik工ndonesia Nomor 6409);

与･ Und袖g-Und紬g No皿or 17 T貧hun 2003 tent劃g Keu狐g紬

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

6･ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambah紬Lembaran Negara Repubhk工ndonesia

Nomor 4286);

7･ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (Le皿bar紬Negara Republ址Indonesia Tahun 2014

No皿or 244, Tambahan Lemb紬劃Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Und狐g-Undang Nomor　6　Tahun　2023　tent紬g

Penetapan Peraturan Pemerintah Pen認anti Undang-Und紬g

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lemb紬an Neg鉦a Republik重ndonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambah劃しembaran Negara Republik工ndonesia

Nomor 6856);

8･ Und劃g-Undang No皿or 1 Tah皿2022 tentang Hubungan

Keu劃g紬Antara Peme正ntah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik工ndonesia Nomor 6757);

9･ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang K〇日Sibolga di

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 125, Tambah紬鵬mbaran Negara Republik

工ndoncsia No皿or 6947) ;

10･ Peratuan Pemer血tah No皿or 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengend血ian工ntem Pemehntah (Le皿bⅢan Negara Republik

重ndonesia Tahun　2008　Nomor 127, Ta皿bahan Lemb紬an

Negara Republik工ndonesia Nomor 4890);

1L Peraturan Pemerintah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaェ狐Neg紬a Republik

重ndonesia Tahun 20 19 Nomor 42, T紬bahan Lembara皿Negara

Republik工ndonesia Nomor 6322);

12. Pe調寄/rari....



M ene t貧pka皿

12･ Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap紬atur Neg紬a din

Reねmasi Birokrasi No皿or　90　T血un　2021 tent紬g

Pemban帥n紬dan Evaluasi Zona lntegritas Men巾u Wilayah

Bebas da正Kompsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melay劃i

di lnst紬si Peme轟ntah (Berita Neg紬a Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaim紬a telah diubah deng紬

Peratur紬　Mc皿te轟　Pendayagunaan Aparatur Negara din

Reめmasi Biro虹asi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembah紬

Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa重atur Negara dan

Refbmasi Birokrasi Nomor　90　Tahun　2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona lntegritas Menuju Wilayah

Bebas dan Korupsi dan Wilayah Biro虹asi Bersih dan Melay皿i

di賞nstansi Peme正ntah (Berita Neg紬a Repub重ik Indonesia

Tahun 2024 No皿or 444);

13･ Peraturan Menteh Da重劃Negeh Nomor 77 Tahun 2020 tent盆ng

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik量ndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14･ Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran

Daerah Kota Sibolga Tahun　2017　Nomor 13, Ta皿bah紬

Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12) sebagaimana tela血

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sib○○ga Nomor 3 Tahun

2024 tent紬g PeⅢbahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga

No皿or 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pe重紬gkat Daerah

Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024

Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN

pEMBANGUNAN ZONA INTEGR寒地s MENu↓u w量払yAH

BEBAS DAR重KORUPS重DAN WILAYAH BIROKRAS宣BERSIH

DAN MEIAYANI DI L量NGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

SIBOLGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasa重1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, y紬g dimaksud dengan :

1･ Daerah adalah Kota Sib°lga.

2･ Pemehntah Daerah adalah Wali Kota sebag租　unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem宣mpm

pelaksanaan urus狐　pemerintahan yang me垂a血

kewenangan daerah otonom.

3. Wall Kota adalah Wali Kota Sibolga.



4･ Perangkat Dacrah adalah皿sur pembantu W血i Kota din

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5･ Aparat Pengawas紬Intem Peme正ntah y餌g sela垂utnya

dis血gkat APIP adal血喜nspektorat Daer血Kota Sibo宣ga･

6. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah

Perangkat Daerah yang p宣mp重nan dan jaj紅amya telah

berkomitmen untuk mew巾udk狐wilayah bebas dad

korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui

reめmasi b五〇krasi, khususnya dala皿hal mew可udkan

pemer血tahan y孤g bcrs血dan akuntabel se血a pelayanan

publik yang p正ma･

7･ Wilay血Bebas d紬i Kompsi yang sela可u血ya disingkat

WBK adalah predikat yang dibehk劃kepada suatu unit

ke重ja/saturn　keヰa yang telah berhasil melaksanakan

re重brmasi biro血asi deng紬baik, yang telah memenuhi

sebagian besar khteria proses perb証k狐pada komponen

pengungkit serta皿ew可udkan peme正ntahan yang bersih

dan akuntabel serta pelay弧紬pu咄k yang pnma･

8. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya

disi皿gkat WBBM adalah predikat y劃g diber址an kepada

suatu unit kerja/satuan kelja yang telah berhasil

melaksanakan reめrmasi biro血asi dengan sangat baik,

dengan telah memenuhi sebagian bes紬k轟teha proses

perba址an pada ko皿ponen pengung出t serta皿ew可udkan

pemerintahan yang bersih dan akuntabel se正a pelayanan

publik yang prima.

9･ Pencanang劃　Pembangunan Zona Integ正as adalah

de岨arasi/pemyataan dari Wali Kota atau pimpinan

Perangkat Daerah bahwa Pemerintah Daerah/Perangkat

Daerah telah siap皿c皿b狐gun ZI.

10. Tim PenilaHntemal yang selanjutnya disingkat TPI adalah

tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melakukan

evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi

terhadap Per劃gkat Daerah yang seda皿g皿embangun ZI･

11･Tim Penilai Nasional yang sela可utnya dis血gkat TPN

adalah ti皿yang dibentuk untuk melakukan evaluasi

pembangunan ZI di Pcra皿gkat Dacrah yang diusulkan olch

pemehntah daerah yang terdih dad unsur kementeha皿

yang menyelengg紬akan uⅢsan pemerintahan d土bidang

pendayagunaan aparatur neg紳a serta unsur d盆h血stansi

peme重in血h lain yang mempunyai血gas dan血ngsi dalam

evaluasi pembangunan ZI.



BAB1工

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa賞2

用　Pemb紬guna皿dan evaluasi ZI men可u WBK dan WBBM

dimaksudkan sebag証pedoman bagi:

a, Pemerintah Daerah dalam membangun ZI pada

Perangkat Daerah sehin務a mempu旦yai pemaham紬

yang sama tentang ha貼kat pembangunan ZI;

b･ Perangkat Daerah pada saat pelaksanaa皿proses

pembangunan Z重sehingga巾uan pembangunan Z量

dapat terw可ud; din

c. TP重Pemehntah Daerah dalam melakukan evaluasi di

Perangkat Daerah yang memba皿gun ZL

(2) Pedom紬pcmbangunan ZI men可u WBK d紬WBBM

bert可uan :

a･sebagai acu紬　bagi Peme正ntah Daerah dalam

membangun ZI men可u WBK dan WBBM;

b. sebagai rujukan bagi TPI untuk melakukan evaluasi

terhadap pemb狐gun紬ZI pada Per紬gkat Daerah;

c･ memastikan kualitas Perangkat Daerah yang akan

mcndapatkan predikat men可u WBK d紬WBBM.

BAB重工重

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang l血gkup peraturan wali kota ini meliputi:

a･ pedo皿紬Pe皿bangunan Z工men可u WBK d紬WBBM;

b･ pedo皿弧ev瓢uasi Pemb紬gun紬ZI;

c･ pengajuan unit keヰa be｢predikat men可u WBK din

WBBM;

d･ pe皿etapan pred址at men巾u WBK dan WBBM; dan

e･pemantauan unit kc寄a berpredikat men可u

WBK/WBBM.

(2) Pemb狐gunan ZI men可u WBK dan WBBM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencarfup:

a. pencanangan pembangunan ZI;

b･ penetap紬unit ke重ja;

c･ pembangunan unit ke重ja; dan

d. pemantaua皿pembangunan ZI.



BABIV

TAHA払N PEMBANGUNAN zI

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan ZI

Pasal4

(1) Pcnc紬angan Pe皿bangun狐Z量sebagaimana dimaksud

dala皿Pas粗3 ayat (2) humf a d虹akukan oleh Pemehntah

Dae｢ah dan Perangkat Daerah yang pimpinan dan

selumh atau seba由an besa.r pegawainya telah

mena虹datang紬i Dokumen Pakta Integritas･

(2) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan sec紺a

terbuka d狐dipublikas出血secara luas agar masy紳akat

dapat memantau, mengawa重,皿engawasi, dan berperan

se直a dalam program kegiatan reめmasi b五〇krasi

khususnya di bidang pencegahan kompsi dan

peningkat狐kualitas pelay紬an publik･

(3) N租skah dc虻arasi/pemyata孤　　　Penc弧劃g紬

Pembangunan ZI bagi Kepala Per紬gkat Daer租h,

tercantum dal劃Lampir測量yang meⅢpakan bagian

tid盆k terpisahkan dan Pe重aturan Wali Kota ini.

(4) Penandata皿gan紬piaga皿pencan狐gan pemb紬gunan zI

oleh Kepala Perangkat Daerah disaksika皿oleh Wali Kota

dan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat berasal dari unsur perguman tin蕗i, tokoh

masyar乳k租t, 1embaga swadaya masyarakat d弧dunia

usaha.

(6) Piagam Pencangan Pemb狐gunan Z工　sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tercan血d血a皿Lamp止an I yang

mempakan bagian tidak terpisahkan da五Peraturan W血i

Kota i皿i.

Ba由an Kedua

Penetapan Unit Ke巧a

Pasal5

(1) Penetapan unit Keヰa untuk melakukan pembangunan z量

merupakan tindaklanjut Pencanangan yang tela血

dilakuk紬oleh Wali Kota.

(2〉　Unit Ke重ja yang ditetapka皿ad血ah Per狐gkat Daerah

yang皿cmenuhi kriteria, antara lain:

a･ Pera皿gkat Daerah yang melaksanakan l争yana皿utama

(core btts!riess) Pemerintah Daerah;

b. Perangkat Daerch yang memiliki risiko tinggi dalam

rangka penegaka皿bud租ya anti kompsi d狐pelayan紬

prima; din

c･ Perangkat Daerah　皿e皿punya王　dampak luas pada

masyarakat apabila melakukan pembangunan ZI.

Bagわri Ke技’gcL...



Bagian Ketiga

Pcmbangunan Unit Keヰa

Pasal6

(1) Unit Ke車a melakuk孤　penetapan progra皿　ke寄a

Pembangunan ZI disesuaikan dengan hasil identifikasi

jenis layman utama u正t keヰa, isu strategis d劃risik〇〇

五siko y紬g dihadapi oleh unit kく再a.

(2) Program-program kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselaraskan dengan enam area perubahan yang

ada pada ZI.

(3) Pembangunan紳ea pe｢ubahan sebagaimam dimaksud

pada ayat (2) dapat memb紬tu pencapaian sas紅組Z量

yaitu mew可udkan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel serta meningkatk紬pclayan孤pu皿k yang

pnma.

(4) Hubungan antara pembangunan enam area pembahan
d紬hasⅡ y紬g ak紬dicapai sebagaimana di皿aksud pada

ayat (3) tercantum dalam Lampiran量1 yang皿empakan

bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Wall Kota ini.

Pasal7

(1) Untuk memastikan bahwa setiap program ke宣ja Z重

sebagaima皿a di皿aksud dalam Pasal 6争yat (1) dapat

berjalan dengan baik, maka unit kerja perlu membentuk

tim ke重ja yang terdiri d紬i p匂abat dan pegawai pada unit

keヰa untuk melakukan pembangunan pada tiap狐ea

pembahan.

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

menyusun d皿mengk○○rdinasikan rencana keヰa/aksi

yang temkur din　memiliki target yang jelas dalam

Pembangunan Z重untuk kemudian dilaksanakan dengan

selumh狐ggota unit keヰa.

Bagian Keempat

Pemantauan Pembangunan ZI

Pas血8

(1) Pendampingan din　Pe皿antau弧　dilakukan oleh TPI

selama unit ke巧a memb紬gun ZI di intemalnya masing-

masing-

(2) Pcndampingan d紬pe皿antau狐sebagaimana di皿aksud

pada ayat (1) dⅡakuk狐untuk me皿ast批an pelaksanaan

program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang

dire n canakan.

/3/TPJ....



(3) Tpl dalam proses pembangunan mempunyai peran:

a･ me可a血tempat konsultasi bagi unit ke章ja y紬g sedang

membangun z量;

b. menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan

pendampingan dal劃rangka pemb狐gunan Z工血unit

k両a sehin籠a unit ke互a mempuny証d劃persepsi

yang sama terkait komponen-komponen pembangunan

ZI;dan

c･ berkonsultasi kepada TPN terkait proses pemban即n紬

Zona量ntegritas pada unit ke巧a.

(4) Tpl皿elakuk紬pemantauan sec紺a berk血a d紬pen地肌

terhadap pembangunan zI y紬g dilakukan oleh unit

kerうa.

(5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada Wali Kota dalam bentuk

rekomendasi terhadap kelayakan unit kerja untuk

diusulk紬kepada Kementerian Pendayaguna紬Apa丁atur

Negara dan Reめmasi B五〇血asi.

BABV

EVALUASI PEMBANGUNAN ZI

Pas瓢9

(1) Kualitas pembangunan zl yang tel血dilakukan oleh unit

ke重ja, maka akan dilakukan cvaluasi oleh TPI.

(2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim

yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melakuk弧evaluasi

dan membe正k紬　rekomendasi (assess cla調　assist)

terhadap unit ke�����誡�6VF�誡�ﾖVﾖ&�誣V��､亭

(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), TPI mempunyai tugas:

a. melafukan evaluasi terhadap pembangunan ZI yang

dilakukan oleh unit keヰa;

b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja

atas pembangun狐ZI;

c･ menya皿paik弧　hasil ev血uasi kcpada W瓢i Kota

terhadap kelayakan unit kerja yang akan diajukan

mendapat pred毘at Men可u WBK/WBBM kepada TPN;

dan

d･皿elakuk紬pema皿tauan secara berkala terhadap unit

yang telah皿endapat predikat Men可u WBK/WBBM

d紬　　me laporkannya kepada Ke皿ente正孤

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reめrmasi

Birokrasi ,

(4) Ketentuan lebih la巾ut mengenai susun劃keanggotaan

se正a tugas d弧珊n由TP重sebagai皿甜ia dimaksud pada

年yat (2) ditetapk弧deng紬Keputusan Wali Kota.

/5/ Pe融ajar,....



(5) Penila王紬intem瓢dilaks紬確狐oleh APIp atau APIp y紬g

dib袖山uni=ain yang ditu垂uk y弧g mampu untuk

melakukan penilai劃dan asistensi pada komponen

Pe皿bangunan ZI.

(6) Mek劃isme pen地an intemal pada Pemerintah Daer血

adalah sebagal berikut:

a. TPI memastikan unit kerja telah membangun ZI sesuai

khteria peng皿g虹t dan basil pemba調gun狐ZI;

b･ TPI me量akukan eva重uasi dengan menggu皿akan Lembar

Ke喜j盆Evaluasi (LKE) sebagai alat bantu evaluasi dan

apabila telah selesai melarfukan evaluasi, maka TPI

menyusun laporan hasil evaluasi internal yang

memuat simpul紬apakah unit ke重ja me皿cnuhi a亡au

belum皿emenuhi kriteria untuk d車ukan evaluasi ke

TPN; din

c･Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh TP量

disampa王kan kepada Wali Kota.

BABVI

PENGAJUAN UNIT KERJA BERPRED賞KAT

MENUJU WBK DAN WBBM

Pasal 10

(1) TPI menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap unit

ke寄a y紬g membangun ZI.

(2) Wali Kota皿en血da岨a巾u心hasil ev瓢uasi TP重dengan

mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara d劃Reめrmasi Birokrasi sela瓦u TPN

untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja

be叩redikat WBK/WBBM.

(3) Pengajuan usulan evaluasi kepada TPN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib dilen批api surat per叫yataan

t劃ggung jawab mutlak d紬i pimpin劃unit ke宣ja yang

d車uk狐　tentang kebenaran data dukung yang

d i sampaikan.

(4) Surat pengajuan evaluasi dan surat pemyataan tanggung

jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum dalan Lampiran Ill yang mempakan bagian

tidak terpisahkan da正Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

(1) Pengajuan usulan evaluasi kepada TPN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus dibuat dengap

memperhatikan kriteria pengajuan usulan ZI menuju

WBK/WBBM.

/2月請fen’ci....



(2) Kriteria pengajuan usulan ZI menuju WBK sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) memiliki syarat sebagai berikut:

a. unit kerja yang diajukan merupakan core layanan

utama da正Pemerintah Daerah;

b･ membehka皿d劃pak y紬g sign沌kan terhadap perseps重

masyarakat tentang kualitas birokrasi;

c･ persentase penyelesai紬　tindak la垂ut hasil

pengawasan dad APIP/BPK 100% (seratus persen);
d･ persentase Laporan H虹ta Kekayaan Aparatur Sipil

Neg紬a (LHKASN) din　Lapor狐　Harta Kekayaan

Penyelen箆紬a Negara (LHKPN) 100% (seratus perscn);

e･sudah melakuk狐　pembangun袖　ZI menⅦu

WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun;

f･ predikat Siste皿　Akuntabilitas　施ne重ja　量nstansi

Pemerintah (SAKIP) dari evaluasi internal minimal "a";

dan

9. Indeks RB instansi pemerintah minimal "CC".

(3) Kriteha pengaju紬　usulan ZI men可u WBBM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki syarat

sebagai be正kut:

a･ unit ke重ja y紬g diajukan adalah unit keヰa y狐g telah

mendapatkan pred膿at WBK;

b･persentase pcnyelesa王an tindak la可ut hasil

pengawasan da正APIP/BPK 100% (seratus persen);

c･ persentase Lapor劃Ha轟a Kekaya紬Aparatur Sipil

Negara (LH恥sN) dan Lapor紬　Ha簾a Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) 100% (seratus persen);

d･ sudah melakukan pembangun紬ZI men可u WBBM

minima重1 (satu) tahun;

e･ predikat Sistem Akuntab址tas　貼ne宣ja lnstansi

Pemerintah (SAⅢP) dari evaluasi intemal minimal

"BB"; din

で･量ndeks RB inst紬si pemerintah minimal αf㍗.

Pasal 12

(1) Unit kerja yang akan diusulkan mendapat predikat WBK
sebagaimana di皿aksud dala皿Pas血1 1 ayat (2) hams

memenuhi k正te正a ambang penila王紬:

a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75,00

(t巾uh puluh lima koma nol皿ol) dengan minimal nilai

pengung虹t 40 (empat puluh);

b.bobot nilai per area pengungkit minimal 60% (enam

puluh persen) pada semua area pengung虹t;

c･ nilai komponen hasil αbiro血asi yang bersih dan

akuntabel" m血i皿al 18,25 (delapan belas koma dua

lima) deng貧n ketentuan nilai sub komponen "suⅣei

persepsi anti korupsi" minimal 15,75 (lima belas koma

t可uh lima) atau皿ini皿血skor suⅣei 3,60 (tiga ko皿a

enam pu宣uh), se巾a nil証sub komponen "kineヰa lebih

baik" minimal 2,50 (dua koma lima puluh); dan

d. nilai komponen hasil 4pelayanan Publik yang Prima�

皿血im血14,00 (empat belas koma nol nol) at盆u skor

suⅣei minimal 3,20 (tiga koma dua puluh).

/2/肋誼....



(2) Unit kerja yang akan diusulkan mendapat predikat

WBBM sebagaimana dimaksud dd劃Pasal 1 1 ayat (3)

hams memenuhi k正teria amba皿g penilaian:

a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 85

(delapan puluh lima) dengan m血imal nilai pengungkit

48 (empat puluh delapan);

b･ bobot nilai per area pen糾ng虹t minimal 75% (t巾uh

puluh lima persen) pada semua area pengung虹t;

c･ nilai komponen hasil償biro虹asi yang bersih dan

akuntabel" minimal I 5,75 (lima belas koma巾uh lima)

atau minim瓢skor suⅣei 3,60 (tiga koma enam p山uh),

serta nilai sub komponen #kineH‘a lebih baik�ﾖ匁蒙�ﾀ

3,75 (tiga koma t可uh puluh lima); dan

d. nilai komponen basil #Pelayanan Publik yang Prima"

minimal 15,75 (lima belas koma叫uh puluh lima) atau

skor survei minimal 3,60 (tiga koma enam puluh).

Pasal 13

(1) Permohonan evaluasi Pembangunan ZI Menuju
WBK/WBBM kepada TPN sebaga王皿ana dimaksud dalam

Pasal 10　ayat (2), menggしinakan sistem infbrmasi

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integhtas (PMPZI)

melalui alamat website:.均助u.porきalrb. meri_埋rt.go.超.

(2) Sistem inめmasi PMPZI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempakan instrument bantu yang digunakan

oleh:

a･ TP事　untuk melakukan penilain terhadap kualitas

pemb紬gu皿紬Z量血unit keヰa; dan

b･ Pemerintah Daerah untuk melakuk狐　pengajuan

evaluasi kepada TPN apabila penilalan yang dilakukan

TPI kepada unit keヰa telah memenuhi krite正a untuk

diajukan kepada TPN.

(3) Pengajuan evaluasi kepada TPN melalui pMPzl dilakukan

paling lambat pada tan籠al 3 1 Mei setiap tahumya･

BABVII

pENE皿恥N pRED量弧T MENu↓u

WBK DAN WBBM

Pasal 14

(1) Pe皿etapan unit ke宣ja be町redikat Men可u WBK atau

WBBM ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah

mempero宣eh rekomendasi da五Menteh Pendayaguna紬

Aparatur Negara da皿Reめmasi Birokrasi.

(2) Apabi工a setelah penetapa皿　predikat WBK, terdapat

kej adian / peri s tiwa yang mengakib atkan tidak

terpenuhi叫ya la産indikator bebas dad ko｢upsi, pred址at

WBK dapat dicabut.

(3) Apabila setelah penctapa皿predikat WBBM, terdapat

k句adian / pe正stiwa yang men ga出batkan tidak

terpenuhinya lagi indikator biro虹asi bersih dan

melayani, pred膿at WBBM dapat dicabut.

/4) Pgれcabひtaれ....



BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diund孤gk弧.

Agar setiap or紬g mengetahuinya,　皿emerintahkan

pengund紬gan Peratman Wali Kota ini deng紬

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 27 0ktober 2025

WALI Ko払s重BOしGA,

dto.

AKH皿D sⅤUKRI NAZRy pENAR暮K

Diundangkan di S王bolga

pada t劃ggal 28 0ktober 2025

plt･ sEKRE船R重s DAE孤H KOTA slBOLGA,

dto.

ROS重DAH LUBIS

BER工船DAERAH Ko皿s量BOLGA皿HUN 2o25 NOMOR 693

Salin蜜n sesuai deng狐aslinya
e ("　　　　高　　言

｢S置PAHUTAR. S.H..M.M.

NIP,198l07の5 200804 1 001

悶

E

　

;



A. DEKLARAsl PEMBANGUNAN ZONA INTEGR重出s

KoP pB孤NG船T

DAERAH

(Nana PD)

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

払DA恥RI IN重………….…....皿NGGAL ,……..……. Bu払N.….….……..

TAHUN..…….

SAYA, … (n紬a lengkap)… SELAKU KEPA払... (mama PD) … BESER皿

SELURUH PEGAWAI DI L工NGKUNGAN …(nana PD)…

B ERKO MITM EN

BAHWA DALAM RANGKA MEwu↓uD皿N pEMER量NTAHAN YANG BERs重H

DAN BEBAS DA則KORUPSI, KOしUSI, DAN NEPOTISME,

… (n紬a PD〉.. S萱AP ME払KSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRl船s MENu｣u w量LAyAH BEBAs DARI KORupsl

(WBK) DAN

MENu↓u w宣LAyAH BIROKRAs重BERs重H DAN MB払yAN】 (WBBM)

(NAMA TEM払T),船NGGAL Bu船N皿HUN

KE恥払…(n劃盆PD)…

(NAMA LENG孤p DAN GE払R



B. DEKIARAs暮pEMBANGUNAN ZONA INTEGR量恥s

KOp pERANG船T

DAERAH

(Nana PD)

P量AGAM PENCANANGAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

恥DA HARI重NI ………….…...‥ TANGGAL.……….,…. BULAN ‥.……..…….

TAHUN........

SAYA, ･･･ (n狐色1engkap主･ SE払KU KE恥払… (mama PD) … BESER皿

SELURUH PEGAWAf DI LINGKUNGAN...(nana PD)...

BERKOMITMEN

ME払KSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGR工船s

MENUJU WIRAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN

MBNUJU WILAYAH BIROKRAS工BERS重H DAN MELAYANI

(WBBM) KHususNyA DA払M PENCEGAHAN KORups重DAN

pENINGKATAN KUAし工船s pE払yANAN puBL量K

(NAMA T巴MPAT),船NGGAしBu払N船HUN

wAL量Ko船s宣BOLGA,

(nama重engkap da皿gelar)

IN SPEKTO RAT,

KE払払....川.用..,

(nama lengkap d餌gelar)

D重sAKsl恥N OLEH :

TIM PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS,

UNSUR MASYARAKAT,

(nana lengkap d紬gelar) (nama lengkap dan gel紬) (mama lengkap d劃gelar)

WALI Ko船s工BOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK



IND工船TOR AR孤pERUBAHAN払DA KOMpONEN PENGUNGKIT

pENILA払N PEMBANGUNAN z重MENuしけwBK/WBBM

I. Manajemen Perubahan

T巾uan

Mentrans書brmasi sistem dan

da皿　kebutuhrnmas

mekanisme keヰa organisasi serta耽れdse青

pikir) dan o融ureset (cara kerja) individu ASN pada Perangkat Daerah yang

dibangun menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan

berinteghtas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkemb紬gan za皿a皿

arakat semakin men血

1･ Te寄adinya pembahan

Daerah yang diusulkan sebagai Zona賞nteg轟tas men巾u WBK/WBBM;

2, MenuⅢmya hsiko kegag瓢紬yang disebabk紬kemung虹n紬ti血bulnya

resistensi terhadap perubahan;

3.Terimplementasikannya Core Vc血e ASN Berakhlak (berorientasi

pola pikir dan bud争ya ke巧a

akuntabel, kom eten, harmonis, lo al, ada

pada Per紬gkat

tif dan kolaborati

Aspek Pemenuh紬

In dikator Ke筈iat紬

Penyusun紬　　Tim

Keヰa

1, Per紬gkat Daerah telah membentuk tim ke宣ja

untuk melakukan pembangun紬　ZI men閏u

WBK/WBBM;
2,Penentuan anggota tim ke宣ja selain pimpin紬

ilih melalui ro sedur mekanisme
Dokumen Renc紬a

Pembangun紬Zona

量nteghtas men可u

WBK/WBBM

1, Dokumen rencana ke車a pembangunan zI men可u

WBK/WBBM telah disusun;
2○ Doku皿en renc弧a keヰia pembangun狐Z重men叩u

WBK/WBBM telah memuat target-t甜get pri〇五tas

y紬g relev紬　dengan t可u紬　pembangunan ZI

menuju WBK/WBBM; din
3 ○ Terdapat mekanisme atau media

mensosialisasikan pemb紬guna ZI

WBBM.

untuk

men里】 u

Pe m紬tauan din

Evalu asi

Pemba皿guna皿Zona

lntegritas men可u

WBK/WBBM

1-Selu則h kegiata皿　pembangunan Z工

WBK/WBBM telah dilaks紬ak紬　sesu証　dengan

target yang direnc劃akan;

2･Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap

pemb弧gun紬ZI men可u WBK/WBBM; dan
3.Hasi量monitorin箆dan evaluasi telah ditindakl負nji重信

Perubahan P°1

Pi虹r din　Buday

KerJ’a

1･陣mpinan berperan sebag証　role model

pelaksanaan pemb狐gunan zI

d alam

menuJ u

WBK/WBBM;
2･Agen Pcmbah紬telah ditetapka皿;

3･Budaya ke巧a din　pola pi虹r telah dibangun　址

1ingkungan organisasi; dan

4･Anggota organisasi te重libat dalam pembangunan

Zona量ntegritas men可u WBK/WBBM.



ck Refbm
Pengukuran keberhasilan area

kondisi :

a, Komitmen daユam Pembahan:

nilai or

Manajemen Pembahan dengan meliha

1･ Agen perubahan telah membuat pembah紬yang konkret;

Z･ Perubahan y紬g dibuat agen perubahan telah te正ntegrasi dalam sistem

manaさemen･

b, Ko皿it皿en曲mpinan

Pimpin紬memili虹komitmen terhadap pelaks紬a紬reめrmasi birokrasi,

dengan ad劃ya t甜get capaian reわrmasi yang jelas di dokumen

pe｢encanaan Pera皿gkat Daerah.

c･ Membangun Budaya Kcヰa

Perangkat Daerah membangun budaya keヰa posi債f d弧menerapkan nilai-

anisasi dalam elaksanaa皿tu as seha五〇hah.

暮重. Pcnata劃Tatalaksana

Men工ngkatkan c正siensi dan e艇ktivitas sistem, proses, din

e量もktifタ e最sien, d狐terukur ada Zona lnte
prosedur ke巧a yin

WBBM.

1〃 Meningkatnya pengguna紬　　tekn○○ogi inめrmasi

penyelenggaraan manajemen pemerintahan;

dal劃　　proses

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan

3, Menin kat Daerah.

ek Pemenuhan

量ndikator Proses Ke

Prosedur

Ope｢asional tetap

(SOP〉　　　Kegiatan

Uta皿a

1〃 Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses

bisnis Perangkat Daerah;

2･ Prosedur operasional tetap te宣ah diterapk紬; din

3, Pr°sedur o erasional teta telah dieva量uasi.

Sistem

Pem e正ntahan

Berbasis Elektronik

1, Sistem pengukuran kineヰa berbasis sistem infbrmasi;

2, Sistem kepegawai劃berbasis sistem infbrmasi;

3, Sistem pelay劃an publik berbasis sistem info｢masi;

d紬

4･Telah dilakukan monit〇五ng din　evaluasi terhadap

ema皿ねatan teknolo in重br皿asi.

Ke terbukaan

In重bmasi Publik

1･ Kebijak紬tentang keterbukaan inわrmasi publik telah

diterapk紬; dan

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbuk紬in士brmasi

Aspek Reゐ皿

Pengukur紬keberhasilan area Penata紬Tat粗aksana dengan melihat kondisi :

a･Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederh弧aan　↓abatan di宣akuk狐

deng紬melihat apakah telah disusun peta proses bisnis deng紬adany盈

penyederhanaa皿jabat紬;

b･ Sistem Pemehntah紬Berbasis Elektronik (SPBE) y劃g Tehntegrasi;

1 ･工mplementasi SPBE telah terintegrasi d劃m狐pu mendorong pelaks紬aan

pelayanan publik yang lebih cepat dan e鯖sien;

2･重mplementasi SPBE telah terintegrasi dan m劃pu mendorong pelaks狐aan

pelay紬an intemal orgamsasi y劃g leb血cepat d狐e粛sien;

c･ Transわrmasi Digit瓢Memberikan Nilai Manぬat;

1 ･Tra皿s書br皿asidigital pada bid紬g proses bisnis utama telah m租mpu

memberikan nilai manぬat bagi org狐isasi secara optimal;

2･Transfbrmasi digit址　pada bidang administrasi pemerintah劃　telah

mampu memberikan nilai manぬat bagi organisasi secara optimal;

3･Transfbrmasi digit瓢　pada bid紬g pe宣ayan紬　publik telah mampu

皿embehk紬nilai m紬ぬat ba



Ill.PenataanSistemManajemenSDM 

T巾uan 

MeningkatkanprofesionalismeSDMaparaturpadaZonamtegritas 
men里juWBK/WBBM. 

Target 

1,Meningkatnyaketaatanterhadappengelola紬SDMap弧atur; 

2･Meningkatnyatr劃sparansidanakuntabilitaspengelo重aanSDMaparatur; 

3,MeningkatnyadisiplinSDMaparatur; 

4.MeningkatnyaefektivitasmanajemenSDMaparatur;dan 
与〃Meningkatnyapro鰭sionalismeSDM, 

AspekPemenuha皿 

Indikator ��&�6W4ｶVv��F���

Perenc紬a紬 ��薹譌FｶW&ｦ�FVﾆ��Vﾖ'V�G&V�6���ｶV'WGV����Vv�v���

kebutuh紬pegawai 芳遊譌FｶXﾘﾆ�逍�F�ﾆ�ﾖ��ﾇ&�6柳FV誚�葷&V&�豸Y���

sesu組deng紬 芳�豺Xﾈﾆ亰��6��V襷芳霧�羇�

kebutuhan �"ﾅV譌FｶX9��FVﾆ��V觚&��ｶ��&V�6���ｶV'WGV�-ｲ�

Or8甜Iisasi ��Vv�v�ﾆF遊譌FｶW&ｦ�逍�ｶF���

3,Unitkeヰatelahmenerapk紬monit〇五ngdanev血uasi 

terhadaprenc紬akebutuhanpegawaidiunitkeヰanya. 1,Unitkeヰatelahmenetapk紬keb竜ak紬polamutasi 

Polamutasiintemal 

inte-瓢; 

2.Unitkeljatelahmenerapkankebijakanpolamutasi 
internal;dan 

3･Unitke暮jatelahmemilikimonitoringdanev瓢uasi 

terhdapkebijakanp°larotasiinternal. 

Pengembang劃 ��薹譌DｶVﾆｦ�ﾖVﾆ�ｷVｶ�縒ｹ�靉匁t觀VD�&�7ｦ殆6�7V蹠Vｲ�

pegawaiberbasis ��V誚Vﾖ&�諄ﾌ���WFV�6憧�

kompetensi �"ﾄF�ﾆ�ﾖﾖV逞W7V�&V�8ｦ6��V誚Vﾖ&�誚�豸��WFV�6��

pegawai･telahmempertimbangkanhasilpengelola紬 

kine巧apegawai; 

3〃Tingkatkese可紬gankompetensipegawaiyangada 

deng紬st紬darkompetensiya皿gditet貧pk紬untuk 

masing-masingjabatan; 

4･Terdapatkesempatan/hakbagipegawaidiunitke寄a 

terkaituntukmengikutidiklatmaupunpengembang劃 

kompetensila王nnya; 

与･Telahmelakuk紬upayapengemb狐gankompetensi 

(capact’匂buzzdiれg/加ous,eγkれozuzedge);dan 

6.Telahdilakukanmonitoringdanevaluasiterhadap 
hasi賞pengembangankompetensidalamkaitannya 

den賃弧perbaikankinerja. 

Penetap孤Kineヰa ��ﾅFVﾆ��Vﾖ免�?��V譁ﾆ����?�Xｽ��匁F庸萌W��誣FW&ｶ�唯�

重ndividu 芳V誚�豸匁X9���&v�譌6�6憧�

2.Urfurankineljaindividutela血memilikikesesualan 

denganindikator虹neヰaindividuleveldiatasnya; 

3･Telahmelakuk狐pengukura皿虹neヰaindividusecara 

pe五〇dik;din 

4.Hasilpenilaiankinerjaindividutelah 

dilaks紬ak劃/diimplementasikan皿ul料dah 

penetapan,implementasidanpemantauan. 
PcnegakanAtur紬 ��Vﾆ�ｷ6���ﾌ��GW&�襷�6��ﾆ問��VVFｲ��W�W&免�ｷR�

Disiplin/KodeEtik/ KodePerilaku Pe筈awai 友Vﾆ��免�ｷ6�葷�ｹ-ｲ�末ﾗ�ﾆVﾖV蹤�6婿-ｲ��

Sistem工n量もmasi ��Vﾆ�ｷ9-ｶ���6�7FVﾖ匁f�&ﾖ�6霧W�Vv�v������F�V謦�

Kepegawaia皿 霧Xﾘﾆ�FVﾆ��儲WF�ｶ�&ｶ��6V6�&�&W&ｸﾈﾆ���



AspekReform ��

PengukurankeberhasilanareaPenataanSistemManajemenSDMdengan 
melihatkondisi: ��

a,Kine重ja量ndividu ��

Pengukur紬indikatorinidilakuka皿deng紬melihatkondisiapakahukur 

kinerjaindividutelahberorientasihasil(o庇co77ie)sesuaipadalevelnya; 

b.AssessmerLtPegawal ��

Diukurdeng紬melihatapakahhasil ��76W79JvYuｧFVﾆ��岬�F霧��

pertimbang弧untukmutasidanpengembangankarirpegawa王; 

c･Pe重angga重anDisiplinPegawai ��

Pengukuranindikatorinidilakukandenganmelihatkondisiapakahte基jad" 

penurunanpel狐ggara皿disiplinpegawa王, 

工V,PenguatanAkuntabilitas 

T可uan 

Meningkatkankapasitasd皿akuntabilitaskineヰaPemerintahDaerah. 

Target 

1,Meningkatnyakine宣jaPemehnt盈hDaerah;dan 

2･MeningkatnyaakuntabilitasPemerintahDaerah. 

AspekPe皿enuhan 

Indikator ��&�6W4ｶYu&�I-ｲ�

Keterlibatan ��ﾅV譌FｶXﾘﾆ�FVﾆ��Vﾆ�&�Fｸｦ7�儲��匁��6V6�&�ﾆ�誣7V誡�

Pimpinan ���F�6��G�V逞W7V靂ｧ�W&V�6����羇�

2.Unitkerjatelahmelibatkansecaralangsungpimpman 

saa.tpenyusuna皿penctap狐kineヰa;dan 

3.Pimpinantelahmemantaupencapaiankinerjasecara 

berkala. 

Pengelola紬 ��ﾅV譌FｶY�岬�FVﾆ��Vﾖ免霧芳�X葷V��W&V�9-ｶ��羇�

Akuntabilitas 分�F�VﾖV��W&V�8ﾌ��ﾌ�Vﾆ��&W&�&坊蹤�6昧�6姪ｲ�

Kine轟a �2ﾅFY���⑦7&F���G�V觚F���靫�F霧�F�$ｶ匁Xﾍﾖ�WF�ﾖ��

(重KU); 

4.IndikatorkinerjatelahmemilikikriteriaSpee暫lc, 

Meas耽rabie,Achejz/abze,Rezez/aれtaれcZ雛mebouれd 

(SMART); 
与･Unitke重jate量ahmenyusunlaporank土ne巧atepatwaktu; 

6,Pelaporankine重曹atelahmemberikaninfomasitentang 

kinerja;dan 

7.Unitkerjatelahmembangunsisteminformasikinelja; 

8.Unitke重jatelahbempayameningkatk紬kapasitas 

SDMyangmenangangiakuntabilitaskinerja; 

AspekReform 

Pengukurankeberhasil劃areaPenguat劃Akuntabilitasdenganmelihatkondisi: 

a.Meningkatnyacapaiankinerja: 

Pengukura皿indikatorinidilakukandenganmelihatkondisipersentase 

sasarandengancapaian100%ataulebih; 
b.Pemberi紬尺eしuaγ臼andP撮れ‡sh肌eれ‡ 

Pengukuranindikatorinidilakukandeng紬me宣iha･tkondisiapakahhasil 

capai劃/monit〇五ngPeヰa可ianKine寄atclahdijadikandasarsebagai 

pembehanrez��<�ｯ��襾�W&葎�g6�X.ｧF&�v薮&v�譌6�6憧�

c.KerangkaLogisKinelja 

Pengukura皿indikatorinidilakukandenganmelihatkondisiapakahterdapat 

pe叫e叩angankine巧ayangmengacupadakineヰautam盈org狐isasi 

dand主jadikandalampenentuankineヰaseluruhpegaw証･ 



V･ Penguatan Pengawas劃

T巾u劃

M en in gkatk紬

ada Pemerintah Daerah.
penyelenggaraan pemehntahan yang bersih dan bebas KK

1, Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan

Pemerintah Daerah;

3･ Meningkatkan sistem inte

keuangan negara oleh

2, Menummya竜ngkat p臆eny粗ahguna紬wewenang pada unit keヰa.

ritas di unit ke巾a dalam

Aspek Pemenuhan

重ndikator Proscs Kegiat紬

Pengen da虹an

Grati鱒kasi

1･Unit kerja telah memiliki p工上bzzc cαγγやafgγL tentang

pengendalian grat龍kasi; din

2, Unit ke重ja telah mengimplementasikan pengendali

ati鯖kasi.

Penerap劃　　S istem

Pengawasan量ntem瓢

Peme轟ntah (SPIP)

1, Unit ke重ja telah membangun lingkung紬
pengend血i紬;

2, Unit keヰa te賞ah melakukan penilaian risiko atas unit

ke寄a;

3, Unit ke互a telah melakuk紬　kegiatan pengendalia皿

untuk皿eminim血isir risiko yang telah diidenti鱒kasi;

dan

4･ Unit keヰa telah mengkomunikasikan din

皿engimplementasik劃　SPI kepada selumh pihak

terka王t,

Pen gaduan

M asyarakat

1, Unit ke章ja telah mengimplementasik紬　　ke坤ak紬

pengaduan masyarakat;

2･ Unit ke工ja telah melaksan貧kan tindak la可ut atas

hasil pen紬ganan pengaduan masyarakat;

3. Unit kelja telah melakukan monitoring dan evaluasi

atas penang弧an pengaduan皿asyarakat; dan

4. Unit kelja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas

adu紬mas arakat.

W砧s fze BZozm’rtg

Sgste肌

1. Unit kerja telah menerapkan z#寂stze bzou血g sgs[em;

2.unit kelja telah melakukan evaluasi atas penerapan

zuhistze bzotu流g sgs亡em; dan

3.Unit ke轟a menindaklanjuti hasil evaluasi atas

an tuhistze bzoz#Zれ

Pen紬gan an

Benturan

Kep en tingan

1. Unit kerja telah mengidentifikasi benturan

kepenting狐dalam tugas fungsi ut劃盆;

Z, Unit ke重ja telah melakuk狐　sosialisasi penangan劃

bentur弧kepenting紬;

3･ Unit ke重ja telah mengimplementasik皿　penang狐an

bentu重弧kepenting紬;

4. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan

benturan kepentingan; dan

5. Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas

anan bentur紬ke

Aspek Refbm

Pengukuran keberhasilan area Penguatan Pengawasan dengan melihat kondisi

a･ Mck劃isme Pengendalian Aktivitas

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah te賞ah

dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang.

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase

pen紬gan劃pengaduan masyarakat.



c〃PenyampaianLaporanHartaKekayaanPegawai 

Pengukur紬indikatorinidilakuka皿denganmengacupadakondisi: 

1.TingkatkepatuhanpenyampaianLaporanHartaKekayaanPenyelenggara 

Negara(LHKPN)keKPKbagipcgawa王yangwajibLHKPN; 

2･TingkatkepatuhanpenyampaianLaporanH組taKekayaanAparaturSipil 

Negara(LHKASN)melaluiaplikasiSistemlnめrmasiPelapor紬Harta 

Kekayaa皿(SiHARKA)ba料pe賃awa王ya皿gtidakw雀jibLHKPN〃 

Pelay劃an PublikVI. Peningkat弧Ku血itas

T巾uan

1｡ Meningkatkan ku血itas dan inovasi pelaya皿an publik pada Pemerintah Daerah

secara berka量a sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;

2･ Membangun kepercayaan masy紬akat terhadap penyelenggara pelayanan publik

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan

kcluhan masyarakat sebagai s紬ana untuk melakukan perba王kan pelayanan

1, Meningkatnya kualitas pelayanan publik (1ebih cepat, lebih murah, lebih aman,

d狐lebih mudah d竜劃gkau) pada Pe皿er血tah Daerah;

2, Meningkatnya jumlah unit pelayana皿ya皿g　　皿emperoleh st孤dardisasi

pelayan皿nasional dan/atau intemasional pada Pemerintah Daerah; din

3･Meningk貧血ya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelengg虹aan

ublik oleh Pemerintah Daerah.

Aspek Pemenuhan

In dikator Proses Kegiatan

St和dar Pelayanan 1, Unit ke車a telah memili虹kebijakan sta皿dar pelayanan;

2. Unit keヰa telah memaklumatkan st孤dar pelayanan;

3, Unit keヰa telah melakukan reviu dan perbaikan atas

st紬dar pel争ya皿an dan SOP; dan

4｡ Unit telah melakukan publikasi atas standar pelayan狐

dan皿aklumat pelayanan･

Budaya Pelayan紬

Prim a

1,Unit keヰa telah melakukan berbagai upaya

peningkatan kemampu狐　dan/atau kompetensi

tentang penerapan budaya pelayan狐prima;

2, Unit keヰa telah memili虹in宣b皿asi tent劃g pelayanan

皿udah diakses melalui berbagai media;

3, Unit kelja telah memiliki sistem netuaγd cz7rd p耽れis九me庇

bagi pelaks紬a laya皿an;

4, Unit keヰa memberikan kompensasi kepada penerima

layana皿bila layanan tidak sesuai standar;

5.Unit keヰa telah　皿emiliki sarana layman

terpadu/tehntegrasi; dan

Pengelolaan

Pen gadu an

1･ Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan

y紬g tehntegrasi dcng紬SP4N-Lapor! ;

2.Terdapat unit/pen紬gung jawab yang　rnengelol租

pengaduan dan konsultasi pelayan孤; dan

3 , Telah dilakukan evaluasi atas pen孤g紬an

keluh紬 masuk紬d紬konsultasi.

Penilaian Kepuasa皿

Te rh adap

Pelay紬弧

1. Unit kcヰa telah melakuk紬survei kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan;

2. Hasil survei kepu租san masyakat dapat diakses secara･

terbuka; dan

3. Unit ke轟a telah melakukan tindak la可ut atas hasil

survei kepuasan masyarakat･



Peningkatan

Teknologi infbmasi
1. Telah menerapkan teknologi inねrmasi dalam

memberik紬pelaya皿劃;

2〃 Telah terbangunnya database y紬g terintegrasi; din

3, Telah di重akuk紬perbaik紬　secara terns meneru

terka王t penggunaan teknologi inめrmasi dalam pemberian

Aspek Re宣brm

Pengukuran keberhas虹an area Penguatan

a･ Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaik紬pelayanan publik;



Cap証an Kine重j a

lebih baik

d il akukan

pengukuran untuk

memastikan bahwa

selain dari aspek

pelayanan serta
integ正tas,　　unit

ke重j a　　　　　｣uga

memperhatik紬

ke tercap ai盆n

kine王i a terhadap

kine竜a yang

1, Target瞳ne重ja utama tercapai 1ebih dari 100% dan lebih
baik d紺i capa王紬虹ne重ja utama tahun sebelumnya

serta lebih baik da正capa上皿虹ne重ja nasional証au rata-

rata capaian kinerja unit yang sejems;

2, Target kine後事a utama tercapai 100% dan lebih baik dad

cap証紬kine宣ja utama tahun sebelumnya;

3. Target kinerja utama tercapal 100°/o atau lebih, namun

tidak重ebih baik dari capaian kincヰa utama tahun

sebelumnya;

4, Target kine重ja utama tidak tercapai;

6･ Kineヰa utama tidak ber〇五entasi hasiL

WALI Ko皿sIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

S ∈助長や郵
聖室蘭aslinya



LAMP暮RAN重11

pERATURAN WALI Ko恥sIBOLGA

NOMOR 64 TAHUN 2025

TEN恥NG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MBNUJU W工LAYAH BEBAS DAR工　KORUPSI DAN

w重LAyAH BIROKRAs暮BERslH DAN M日払yANI D工

しINGKUNGAN PEMERINTAH Ko払s賞BOしGA　臆臆臆臆

A. Surat Pengajuan Evaluasi kepada TPN

Nomor　: (Nomor surat)

血mpiran : -

H血　　: Pengajuan unit ke重曹a Berp重edikat

Men巾u Wilayah Bebas dari Kompsi

(WBK)/Wilayah Birok重asi Bersih dan

Melayani (WBBM)

(Tanggal pengajuan)

Kepada Yin,

Menteri Pendayaguna孤　Apa工atur

Negara da_n Refb皿asi B五〇krasi

Republik Indonesia c･q･　　Deputi

B id a虹g Re宣b rmasi B五〇krasi ,

Akuntab ilitas Aparatur,　　dan

Pe nga_was an

di

Jakarta

Dengan h｡mat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor XXX Tahun XXX tent劃g Pedoma皿Ev貧luasi Pembangunan Zona

lntegritas, kami telah皿elakukan upaya pe皿bangunan Zona工ntegritas

di (Nama Pemerintah Daerah). Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun

XXXX oleh Tim Penilaian工ntemal (TP暮) ZI (Nama Peme正ntah Daerah),

ka皿i皿engusulkan :

1, (Nama Unit ke車a)/ (predikat WBK atau WBBM)

Z･ (Nama Unit ke重ja)/ (predikat WBK atau WBBM)

3,dst.

sebagai calon unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) din/atau WⅡayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sehubunga皿dengan h瓢tersebut, ka皿i皿ohon agar Tim Penilai

Nasional dapat melakukan evaluasi atas unit kerja yang diusulkan

tcrsebut.

Demi瞳an kami s劃paik紬, atas perha止an d皿keヰasamanya,

ka皿i ucapkan teri皿a kasih.

WALI KOTA SIBOLGA,

Tembusan :

1.

2.



B･ Surat Pemyataa皿T紬縫ung Jawab Mu廿ak

KOP PERANGKAT DAERAH

suRAT pERNyATAAN船NGGUNG ｣AWAB MUTLAK

(S恥M) KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yth･ Mente轟Pendayagunaa皿Aparatur

Negara dan Refbr皿asi Birokrasi

c･q Deputi Bidang Reわrmasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan

Pe ngawas an

di

Jakarta

Yang bert紬da tanga皿di bawah血i:

N狐a　　　　　: (mama- jelas Kep親Ia unit)

ke垂) ↓abatan　:臼abatan kepala unit ke章ja)

Auamat　　　　: (alamat unit kerja)

Sehubung狐dengan pemb紬gun狐d弧pengusul劃Zona量ntegritas

men可u Wilayah Bebas da正Kompsi-Wilayah Birokrasi Bersih din

Me重ayani Tahun 20… ･ dengan ini menyatakan bahwa data pendukung

yang ka皿i sampaikan, yaitu:

1･ Syarat unit keエゴa telah sesua王deng紬kondisi y紬g sebenamya;

2･ Data dukung pengung瞳t telah sesuai deng劃kondisi yang

sebenarnya;

3, Data dukung tentang hasil telah sesuai dengan kondisi y狐g

sebenmya; Apabila di kemudian hari temyata dite皿ukan bahwa

data yang kami s劃paikan tidak sesua上dengan kea●daan y紬g

sebenamya, kami bersedia diti垂au kemb瓢i terkait pengusulan

unit ke車a kami dalam pembangunan Zona工nteghtas.

Dem亜an pemyataan i虹i dibuat untuk dipergunakan seperlunya･

･用･出･, t紬ggal.出川..

Yang me皿buat pemyataan

Kepala unit ke亘a

Matera王Rp. 10.000.-

(Nama Lengkap)

N量p.ig8i〇号o5 2oo8o4 1 ooi

wAL量Ko恥s賞BOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK


